KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/MK/PK/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11/KM.7/2024 TENTANG PENANDAAN RINCIAN
BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK UNTUK EVALUASI
PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun
2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan
Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan
Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi
Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
37/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang
Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan
Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penetapan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu melakukan
penyesuaian atas Penandaan Rincian Belanja
Infrastruktur  Pelayanan  Publik untuk  Evaluasi
Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024
tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur
Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja
Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

—

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1063);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024
tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan
Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan
Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 235);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 630);

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024

tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur

Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja

Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2024 tentang

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor

11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja

Infrastruktur  Pelayanan  Publik untuk  Evaluasi

Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11/KM.7/2024 TENTANG PENANDAAN
RINCIAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor
11/KM.7/2024  tentang Penandaan Rincian Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan
Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 37/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
ini.
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Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, penandaan
rincian belanja infrastruktur pelayanan publik untuk evaluasi
pemenuhan belanja wajib dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun 2025, termasuk perubahan anggaran
pendapatan dan Dbelanja daerah tahun 2025, tetap
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan
Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 37/KM.7/2024 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang
Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian
Dalam Negeri;

3. Direktur  Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;

4. Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;

S. Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Nasional;

6. Deputi Bidang Infrastruktur, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional;

7. Para Gubernur se-Indonesia;

8. Para Bupati/Wali Kota se-Indonesia;

9. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia;

10. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,

ASKOLANI



A. Provinsi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36/MK/PK/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11/KM.7/2024 TENTANG PENANDAAN RINCIAN BELANJA
INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA
WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENANDAAN RINCIAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kode
5 E s c
2 138 g | c| &
oD S £ © © 8 . .
No. | 2 |52 £ ® o Nomenklatur Bidang Urusan / Sub Kegiatan
c o)) o a ()
5 25 & | 8| %
g 83 o X 2
S | g 7]
1 X | XX | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2 X | XX | 01 | 1.01| 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3 X | XX | 01 |1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
4 X | XX | 01 | 1.01| 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5 X | XX | 01 |1.01| 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6 X | XX | 01 |1.01| 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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_ Kode
No. | 2 g =1 _"g 'qE,) Nomenklatur Bidang Urusan / Sub Kegiatan
1B FIR
z | Za 2
7 X | XX | 01 | 1.01| 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8 X | XX | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
9 X | XX | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
10 X | XX | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
11 X | XX | 01 |1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
12 X | XX | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
13 X | XX | 01 |1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
14 X | XX | 01 | 1.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
15 X | XX | 01 | 1.05| 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
16 X | XX | 01 |1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17 X | XX | 01 |1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18 X | XX | 01 |1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19 X | XX | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20 X | XX | 01 |1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material
21 X XX | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
22 X | XX | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
23 X | XX | 01 |1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24 X | XX | 01 | 1.07 | 0003 | Pengadaan Alat Besar




_ Kode

No. 3 g g o % '% Nomenklatur Bidang Urusan / Sub Kegiatan

1B FIR

z | Za 2
25 X | XX | 01 |1.07 | 0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
26 X | XX | 01 |1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel
27 X | XX | 01 |1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
28 X | XX | 01 |1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya
29 X | XX | 01 |1.07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud
30 X | XX | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
31 X | XX | 01 |1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
32 X | XX | 01 |1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
33 X | XX | 01 |1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34 X | XX | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35 X | XX | 01 |1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
36 X | XX | 01 |1.09| 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
37 X | XX | 01 |1.09 | 0002 ‘Iiae?]?/fcrl]iaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
38 X | XX | 01 |1.09 | 0003 Ilg’?aﬁilrelgfanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
39 X | XX | 01 |1.09| 0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
40 X | XX | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel
41 X XX | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya




_ Kode
No. | 2 g =1 _"g 'qE,) Nomenklatur Bidang Urusan / Sub Kegiatan
1B FIR
z | Za 2
42 X | XX | 01 |1.09| 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
43 X | XX | 01 |1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
44 X | XX | 01 |1.09| 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
45 X | XX | 01 | 1.09| 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
46 X | XX | 01 |1.09| 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
47 X | XX | 01 |1.09| 0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
48 X | XX | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
49 1 01 02 | 1.01 | 0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
50 1 01 02 | 1.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
51 1 01 02 | 1.01 | 0010 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
52 1 01 02 | 1.01 | 0011 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah
53 1 01 02 | 1.01 | 0012 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
54 1 01 02 | 1.01 | 0013 | Pembangunan Asrama Sekolah
55 1 01 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
56 1 01 02 | 1.01 | 0015 | Pembangunan Fasilitas Parkir
57 1 01 02 | 1.01 | 0016 | Pembangunan Kantin Sekolah
58 1 01 02 | 1.01 | 0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
59 1 01 | 02 | 1.01 | 0020 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU




_ Kode
No. | 2 g =1 _"g 'qE,) Nomenklatur Bidang Urusan / Sub Kegiatan
1B FIR
z | Za F;
60 1 01 02 | 1.01 | 0027 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
61 1 01 02 | 1.01 | 0028 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
62 1 01 02 | 1.01 | 0029 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
63 1 01 02 | 1.01 | 0036 | Pengadaan Mebel Sekolah
64 1 01 02 | 1.01 | 0037 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
65 1 01 | 02 | 1.01 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah
66 1 01 02 | 1.01 | 0040 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
67 1 01 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
68 1 01 02 | 1.01 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
69 1 01 02 | 1.01 | 0055 | Pemeliharaan Mebel
70 1 01 02 | 1.01 | 0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
71 1 01 02 | 1.01 | 0059 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
72 1 01 02 | 1.01 | 0064 | Penyediaan infrastruktur TIK
73 1 01 02 | 1.01 | 0067 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
74 1 01 02 | 1.01 | 0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
75 1 01 02 | 1.01 | 0069 | Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
76 1 01 02 | 1.01 | 0070 | Pembangunan Ruang Laboratorium
77 1 01 02 | 1.01 | 0071 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium




_ Kode
No. | 2 g =1 _"g 'qE,) Nomenklatur Bidang Urusan / Sub Kegiatan
1B FIR
z | Za 2
78 1 01 02 | 1.01 | 0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru
79 1 01 02 | 1.01 | 0073 | Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
80 1 01 | 02 | 1.01 | 0074 | Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
81 1 01 | 02 | 1.01 | 0076 | Penataan Ruang/Sudut Baca
82 1 01 02 | 1.01 | 0077 | Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
83 1 01 02 | 1.02 | 0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
84 1 01 02 | 1.02 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
85 1 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa
86 1 01 02 | 1.02 | 0005 | Pembangunan Ruang Laboratorium
87 1 01 02 | 1.02 | 0006 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
88 1 01 | 02 | 1.02 | 0007 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah
89 1 01 02 | 1.02 | 0008 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
90 1 01 02 | 1.02 | 0009 | Pembangunan Asrama Sekolah
91 1 01 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
92 1 01 02 | 1.02 | 0011 | Pembangunan Fasilitas Parkir
93 1 01 | 02 | 1.02 | 0012 | Pembangunan Kantin Sekolah
94 1 01 02 | 1.02 | 0016 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
95 1 01 | 02 | 1.02 | 0018 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium
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_ Kode
No. | 2 g =1 _"g 'qE,) Nomenklatur Bidang Urusan / Sub Kegiatan
1B FIR
z | Za 2
96 1 01 02 | 1.02 | 0019 | Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
97 1 01 02 | 1.02 | 0028 | Pengadaan Mebel Sekolah
98 1 01 | 02 | 1.02 | 0029 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
99 1 01 02 | 1.02 | 0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah
100 1 01 02 | 1.02 | 0032 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
101 1 01 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
102 1 01 02 | 1.02 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
103 1 01 02 | 1.02 | 0048 | Pemeliharaan Mebel
104 1 01 02 | 1.02 | 0050 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
105 1 01 02 | 1.02 | 0052 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
106 1 01 | 02 | 1.02 | 0058 | Penyediaan infrastruktur TIK
107 1 01 02 | 1.02 | 0062 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
108 1 01 | 02 | 1.02 | 0063 | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik
109 1 01 02 | 1.02 | 0064 | Pembangunan Ruang Kelas Baru
110 1 01 02 | 1.02 | 0065 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
111 1 01 02 | 1.02 | 0066 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula
112 1 01 | 02 | 1.02 | 0067 | Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
113 1 01 | 02 | 1.02 | 0068 | Penataan Ruang/Sudut Baca
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_ Kode
No. | 2 g =1 _"g 'qE,) Nomenklatur Bidang Urusan / Sub Kegiatan
1B FIR
z | Za F;
114 1 01 02 | 1.02 | 0069 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
115 1 01 02 | 1.02 | 0070 | Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
116 1 01 02 | 1.02 | 0071 | Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
117 1 01 | 02 | 1.02 | 0074 | Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
118 1 01 02 | 1.02 | 0075 | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
119 1 01 02 | 1.02 | 0079 | Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
120 1 01 02 | 1.03 | 0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
121 1 01 02 | 1.03 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
122 1 01 02 | 1.03 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
123 1 01 02 | 1.03 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah
124 1 01 02 | 1.03 | 0006 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
125 1 01 02 | 1.03 | 0007 | Pembangunan Asrama Sekolah
126 1 01 02 | 1.03 | 0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
127 1 01 02 | 1.03 | 0009 | Pembangunan Fasilitas Parkir
128 1 01 02 | 1.03 | 0010 | Pembangunan Kantin Sekolah
129 1 01 02 | 1.03 | 0012 | Pembangunan Ruang Laboratorium
130 1 01 02 | 1.03 | 0013 | Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
131 1 01 02 | 1.03 | 0014 | Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
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_ Kode
No. | 2 g =1 _"g 'qE,) Nomenklatur Bidang Urusan / Sub Kegiatan
1B FIR
z | Za 2
132 1 01 02 | 1.03 | 0015 | Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
133 1 01 02 | 1.03 | 0016 | Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
134 1 01 | 02 | 1.03 | 0017 | Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
135 1 01 02 | 1.03 | 0028 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium
136 1 01 02 | 1.03 | 0029 | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
137 1 01 02 | 1.03 | 0030 | Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
138 1 01 | 02 | 1.03 | 0031 | Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
139 1 01 02 | 1.03 | 0032 | Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
140 1 01 02 | 1.03 | 0033 | Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
141 1 01 02 | 1.03 | 0034 | Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
142 1 01 02 | 1.03 | 0035 | Pengadaan Mebel Sekolah
143 1 01 02 | 1.03 | 0036 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
144 1 01 02 | 1.03 | 0037 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah
145 1 01 02 | 1.03 | 0039 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
146 1 01 02 | 1.03 | 0040 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
147 1 01 02 | 1.03 | 0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
148 1 01 | 02 | 1.03 | 0054 | Pemeliharaan Mebel
149 1 01 | 02 | 1.03 | 0056 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan




- 13-
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No. | 2 g =1 _"g 'qE,) Nomenklatur Bidang Urusan / Sub Kegiatan
1B FIR
z | Za 2
150 1 01 02 | 1.03 | 0057 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan
151 1 01 02 | 1.03 | 0058 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
152 1 01 | 02 | 1.03 | 0063 | Penyediaan infrastruktur TIK
153 1 01 | 02 | 1.03 | 0064 | Penataan Ruang/Sudut Baca
154 1 01 02 | 1.03 | 0067 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
155 1 01 02 | 1.03 | 0068 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
156 1 01 02 | 1.03 | 0069 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
157 1 01 02 | 1.03 | 0070 | Pembangunan Ruang Kelas Baru
158 1 01 02 | 1.03 | 0072 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
159 1 01 02 | 1.03 | 0074 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
160 1 01 02 | 1.03 | 0075 | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
161 1 01 02 | 1.03 | 0076 | Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
162 1 01 02 | 1.03 | 0077 | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
163 1 01 02 | 1.03 | 0078 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
164 1 01 02 | 1.03 | 0079 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
165 1 01 02 | 1.03 | 0080 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
166 1 01 | 02 | 3.04 | 0001 | Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
167 1 01 | 02 | 3.04 | 0002 | Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas
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168 1 01 02 | 3.04 | 0003 | Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas
169 1 01 02 | 3.04 | 0004 | Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
170 1 01 02 | 3.04 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas
171 1 01 02 | 3.04 | 0006 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
172 1 01 02 | 3.04 | 0007 | Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas
173 1 01 02 | 3.04 | 0008 | Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas
174 1 01 02 | 3.04 | 0009 | Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
175 1 01 02 | 3.04 | 0010 | Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas
176 1 01 02 | 3.04 | 0011 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
177 1 01 02 | 3.04 | 0012 | Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas
178 1 01 | 02 | 3.04 | 0013 | Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas
179 1 01 02 | 3.04 | 0014 | Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas
180 1 01 02 | 3.04 | 0015 | Rehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
181 1 01 02 | 3.04 | 0016 | Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas
182 1 01 02 | 3.04 | 0017 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
183 1 01 02 | 3.04 | 0018 | Penyediaan Sarana Akademi Komunitas
184 1 01 02 | 3.04 | 0019 | Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas
185 1 01 | 02 | 3.04 | 0028 | Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas
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186 1 01 02 | 3.04 | 0029 | Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas
187 1 01 02 | 3.04 | 0037 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas
188 1 01 02 | 3.07 | 0001 | Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan
189 1 01 02 | 4.04 | 0001 | Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
190 1 01 02 | 4.04 | 0002 | Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas
191 1 01 02 | 4.04 | 0003 | Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas
192 1 01 02 | 4.04 | 0004 | Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
193 1 01 02 | 4.04 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas
194 1 01 02 | 4.04 | 0006 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
195 1 01 02 | 4.04 | 0007 | Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas
196 1 01 02 | 4.04 | 0008 | Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas
197 1 01 02 | 4.04 | 0009 | Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
198 1 01 02 | 4.04 | 0010 | Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas
199 1 01 02 | 4.04 | 0011 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
200 1 01 02 | 4.04 | 0012 | Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas
201 1 01 | 02 | 4.04 | 0013 | Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas
202 1 01 02 | 4.04 | 0014 | Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas
203 1 01 | 02 | 4.04 | 0015 | Rehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
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204 1 01 02 | 4.04 | 0016 | Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas
205 1 01 02 | 4.04 | 0017 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
206 1 01 02 | 4.04 | 0018 | Penyediaan Sarana Akademi Komunitas
207 1 01 02 | 4.04 | 0019 | Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas
208 1 01 02 | 4.04 | 0028 | Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas
209 1 01 | 02 | 4.04 | 0029 | Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas
210 1 01 02 | 4.04 | 0037 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas
211 1 01 02 | 4.07 | 0001 | Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan
212 1 01 07 | 7.01 | 0001 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
213 1 01 07 | 7.01 | 0002 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah
214 1 01 07 | 7.01 | 0009 | Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah
215 1 01 08 | 7.01 | 0002 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh
216 1 01 08 | 7.01 | 0003 | Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang
Dibutuhkan Aceh
217 1 01 08 | 7.02 | 0001 | Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh
218 1 01 08 | 7.02 | 0004 | Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan
Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
219 1 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
220 1 02 | 02 |1.01 | 0002 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
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221 1 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
222 1 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan
Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
223 1 02 | 02 | 1.01 | 0007 | Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center
224 1 02 | 02 | 1.01 | 0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
225 1 02 | 02 | 1.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
226 1 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
227 1 02 | 02 | 1.01 | 0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
228 1 02 | 02 | 1.01 | 0016 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
229 1 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
230 1 02 | 02 | 1.01 | 0020 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
231 1 02 | 02 | 1.01 | 0024 | Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center
232 1 02 02 | 1.01 | 0025 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke
Fasilitas Kesehatan
233 1 02 | 02 | 1.01| 0026 | Pengembangan Rumah Sakit
234 1 02 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas
Kesehatan
235 1 03 | 02 | 1.01 | 0125 | Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
236 1 02 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit
237 1 02 | 02 | 1.02 | 0023 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
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238 1 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
239 1 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
240 1 02 | 02 | 3.01| 0041 | Mendukung Pembangunan Puskesmas
241 1 02 | 02 | 3.01 | 0042 | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan
berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan
pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah
terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.
242 1 02 | 02 | 3.02 | 0032 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
243 1 02 | 02 |4.01| 0041 | Mendukung Pembangunan Puskesmas
244 1 02 | 02 | 4.02 | 0032 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
245 1 02 | 02 | 3.01| 0041 | Mendukung Pembangunan Puskesmas
246 1 02 | 02 | 4.01 | 0041 | Mendukung Pembangunan Puskesmas
247 1 02 | 03 | 3.02 | 0003 | Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan
248 1 02 | 03 | 3.02 | 0004 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan
249 1 02 | 03 | 3.02 | 0010 | Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
250 1 02 | 03 | 3.02 | 0011 | Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam
sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
251 1 02 | 03 | 4.02 | 0003 | Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan
252 1 02 | 03 | 4.02 | 0004 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan
253 1 02 | 03 | 4.02 | 0010 | Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
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254 1 02 | 03 | 4.02 | 0011 | Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam
sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
255 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
*semua subkegiatan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang diperhitungkan
sebagai Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
256 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
**semua subkegiatan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
diperhitungkan sebagai Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
257 1 05 | 02 | 1.01 | 0029 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat
serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
258 1 05 | 02 | 1.02 | 0014 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
259 1 05 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
260 1 05 | 03 | 1.01 | 0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)
261 1 05 | 03 | 1.02 | 0022 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
262 1 05 | 03 | 1.02 | 0028 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
263 1 05 | 03 | 1.02 | 0029 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
264 1 05 | 03 | 1.03 | 0028 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
265 1 05 | 03 | 1.03 | 0030 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
266 1 05 | 03 | 1.04 | 0007 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi
267 1 05 | 03 | 1.04 | 0009 | Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
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268 1 05 | 03 | 1.04 | 0011 | Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
269 1 05 03 | 1.04 | 0022 | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
270 1 05 | 03 | 1.04 | 0023 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
271 1 05 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
272 1 05 | 04 | 1.01 | 0017 | Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
273 1 05 | 04 | 1.01 | 0006 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
274 1 05 | 04 | 1.01 | 0007 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan

Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
275 1 05 | 04 | 1.01 | 0018 | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
276 1 05 | 04 | 1.01 | 0019 | Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
277 1 05 | 04 | 1.01 | 0022 | Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
278 1 05 | 04 | 1.01 | 0025 | Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi
279 1 05 | 04 | 1.01 | 0026 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

280 1 05 | 04 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
281 1 06 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
282 1 06 | 04 | 1.02 | 0004 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
283 1 06 | 04 | 1.02 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
284 1 06 | 04 | 1.01 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
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285 1 06 | 04 | 1.03 | 0016 | Akses ke Layanan Kesehatan Dasar
286 1 06 | 04 | 1.03 | 0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
287 1 06 | 04 | 1.04 | 0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
288 1 06 | 04 | 1.05 | 0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
289 1 06 | 06 | 1.01 | 0013 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
290 1 06 | 07 | 1.01 | 0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
291 1 06 | 07 | 1.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
292 1 06 | 07 | 1.01 | 0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
293 2 07 | 03 | 1.01 | 0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
294 2 07 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan
Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
295 2 07 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
296 2 07 | 04 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
297 2 07 | 04 | 1.03 | 0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
298 2 07 | 04 | 1.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
299 2 08 | 03 | 1.03 | 0009 Advqkagi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
300 2 09 | 02 |1.01 | 0003 E;%\ggzliaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
301 2 09 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
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302 2 09 | 02 | 1.01 | 0006 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
303 2 09 | 05 | 1.01 | 0010 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
304 2 09 | 05 | 1.01 | 0010 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
305 2 10 | 03 | 1.01 | 0002 | Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
306 2 10 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
307 2 10 | 03 | 1.01 | 0004 | Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum
308 2 10 | 03 | 1.01 | 0005 | Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
309 2 10 | 03 | 1.01 | 0006 E(r)r;]usTltasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
310 2 10 | 03 | 3.01 | 0002 E(r)r:)ur:jri]nasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi
311 2 10 | 03 | 3.04 | 0001 | Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi
312 2 10 | 03 | 4.01 | 0002 | Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi
313 2 10 | 03 | 4.04 | 0001 | Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi
314 2 10 | 03 | 7.02 | 0001 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah
315 2 10 | 03 | 7.03 | 0001 | Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN
316 2 10 | 04 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
317 2 10 | 04 | 1.01 | 0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
318 2 10 | 04 | 1.01 | 0006 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
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319 2 10 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota
320 2 10 | 17 | 7.01 | 0004 | Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota
321 2 10 | 05 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi
322 2 10 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
323 2 10 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
324 2 10 | 05 | 1.01 | 0004 | Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi
325 2 10 | 05 | 1.01 | 0005 | Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Provinsi
326 2 10 | 06 | 1.01 | 0002 | Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
327 2 10 | 06 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
328 2 10 | 06 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
329 2 10 | 06 | 1.02 | 0001 | Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota
330 2 10 | 06 | 1.02 | 0002 | Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota
331 2 10 | 06 | 1.02 | 0003 | Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu)
Provinsi
332 2 10 | 06 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas
pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi
333 2 10 | 07 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
334 2 10 | 07 | 1.01 | 0002 | Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
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335 2 10 | 07 | 3.02 | 0001 | Inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi
336 2 10 | 07 | 3.02 | 0002 | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi
337 2 10 | 07 | 3.03 | 0001 | Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat
338 2 10 | 07 | 3.04 | 0002 | Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik
339 2 10 | 07 | 3.06 | 0001 | Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak
guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir
340 2 10 | 07 | 3.07 | 0002 | Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang
digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi
341 2 10 | 07 | 3.08 | 0001 | Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan
umum
342 2 10 | 07 | 3.09 | 0001 | Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota
343 2 10 | 07 | 3.09 | 0002 | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah
kabupaten/kota
344 2 10 | 07 | 3.10 | 0001 | Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi
345 2 10 | 07 | 3.11 | 0001 | Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua
346 2 10 | 07 | 3.11 | 0002 | Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat
347 2 10 | 07 | 4.02 | 0001 | Inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi
348 2 10 | 07 | 4.02 | 0002 | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi
349 2 10 | 07 | 4.03 | 0001 | Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat
350 2 10 | 07 | 4.04 | 0002 | Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik
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351 2 10 | 07 | 4.06 | 0003 | Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak
guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir
352 2 10 | 07 | 4.07 | 0002 | Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang
digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi
353 2 10 | 07 | 4.08 | 0001 | Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan
umum
354 2 10 | 07 | 4.09 | 0001 | Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota
355 2 10 | 07 | 4.09 | 0002 | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah
kabupaten/kota
356 2 10 | 07 | 4.10 | 0001 | Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi
357 2 10 | 07 | 4.11 | 0001 | Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua Barat
358 2 10 | 07 | 4.11 | 0002 | Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat
359 2 10 | 08 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
360 2 10 | 08 | 1.02 | 0001 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
361 2 10 | 08 | 1.02 | 0002 | Pemanfaatan Tanah Kosong
362 2 10 | 08 | 1.02 | 0003 | Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong
363 2 10 10 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
364 2 10 10 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
365 2 10 | 10 | 1.01 | 0003 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi
366 2 10 | 10 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul
367 2 10 | 10 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Provinsi
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368 2 10 | 10 | 3.01 | 0005 | Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota
369 2 10 | 10 | 4.01 | 0005 | Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota
370 2 10 10 | 7.01 | 0004 | Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kabupaten/Kota
371 2 10 | 10 | 7.02 | 0001 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi
372 2 10 11 | 5.01 | 0001 | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
373 2 10 | 11 | 5.01 | 0002 | Pemeliharaan Dokumen Pertanahan
374 2 10 11 | 5.01 | 0004 | Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
375 2 10 | 11 | 5.01 | 0005 | Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
376 2 10 | 11 | 5.01 | 0007 | Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan
377 2 10 11 | 5.02 | 0001 | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis ljin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
378 2 10 | 11 | 5.03 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
379 2 10 12 | 7.01 | 0001 | Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah
380 2 10 | 12 | 7.02 | 0001 | Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin
381 2 10 13 | 7.01 | 0001 | Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda
382 2 10 | 13 | 7.01 | 0002 | Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB
383 2 10 | 13 | 7.01 | 0003 | Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat
384 2 10 | 15 | 7.01 | 0001 | Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir
385 2 10 | 15 | 7.01 | 0002 | Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai
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386 2 10 | 15 | 7.01 | 0003 | Identifikasi,Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan
387 2 10 | 15 | 7.01 | 0004 | Identifikasi,Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil
388 2 10 | 15 | 7.01 | 0005 | Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (terdalam), Wilayah Tertentu
dan Perbatasan
389 2 10 | 16 | 7.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
390 2 10 | 16 | 7.01 | 0002 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
391 2 10 | 16 | 7.01 | 0003 | Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
392 2 10 | 17 | 7.01 | 0001 | Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi
393 2 10 | 17 | 7.01 | 0003 | Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
394 2 11 02 | 1.01 | 0005 | Penetapan RPPLH Provinsi
395 2 11 | 02 | 1.01 | 0006 | Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi
396 2 11 02 | 1.01 | 0003 | Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH
397 2 11 02 | 1.01 | 0004 | Penyusunan RPPLH Provinsi
398 2 11 02 | 1.02 | 0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
399 2 11 02 | 1.02 | 0007 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
400 2 11 02 | 1.02 | 0008 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
401 2 11 03 | 1.01 | 0013 | Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
402 2 11 03 | 1.01 | 0014 | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
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403 2 11 03 | 1.01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
404 2 11 04 | 1.01 | 0003 | Pengelolaan Kebun Raya
405 2 11 04 | 1.01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
406 2 11 04 | 1.01 | 0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati
407 2 11 04 | 1.01 | 0008 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
408 2 11 04 | 1.01 | 0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
409 2 11 | 05 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan

Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha
410 2 11 05 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan,
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

411 2 11 11 | 1.01 | 0002 | Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
412 2 11 11 | 1.01 | 0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
413 2 11 11 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
414 2 11 11 | 1.01 | 0017 | Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
415 2 11 11 | 1.01 | 0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
416 2 11 11 | 1.01 | 0012 | Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
417 2 11 11 | 1.01 | 0015 | Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
418 2 11 11 | 1.01 | 0014 | Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
419 2 12 | 04 | 1.02 | 0007 | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
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420 2 12 | 04 | 1.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
421 2 13 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
422 2 13 | 03 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
423 2 13 | 04 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
424 2 13 | 04 | 1.01 | 0012 | Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
425 2 13 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
426 2 13 | 05 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
427 2 13 | 06 | 3.02 | 0002 | Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
428 2 13 | 07 | 4.01 | 0001 | Pembangunan Sanggar PKK di Kampung
429 2 13 | 07 | 4.01 | 0002 | Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung
430 2 13 | 07 | 4.04 | 0004 | Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
431 2 13 | 07 | 4.04 | 0006 | Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung
432 2 13 | 07 | 4.04 | 0007 | Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung
433 2 13 | 07 | 4.04 | 0008 | Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung
434 2 13 | 07 | 4.05| 0002 | Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi
435 2 13 | 07 |4.06 | 0001 | Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput bagi Masyarakat di Kampung
436 2 13 | 07 | 4.06 | 0004 | Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela
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437 2 13 | 08 | 3.01 | 0001 | Pembangunan Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat
438 2 13 | 08 | 3.01 | 0002 | Penyediaan Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua
439 2 13 | 08 | 3.01 | 0003 | Pembangunan Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua
440 2 13 | 08 | 3.01 | 0004 | Pembangunan Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua
441 2 13 | 08 | 3.01 | 0005 | Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat
442 2 14 | 04 | 4.01 | 0018 | Koordinasi pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
443 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN***
***semua subkegiatan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan diperhitungkan sebagai Belanja Infrastruktur
Pelayanan Publik
444 2 16 | 03 | 1.02 | 0036 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi
layanan
445 2 16 | 03 | 1.02 | 0034 | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan
rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
446 2 16 | 03 | 1.02 | 0033 | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana
SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
447 2 16 | 03 | 1.02 | 0019 | Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
448 2 16 | 03 | 1.02 | 0034 | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan
rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
449 2 16 | 03 | 1.02 | 0023 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
450 2 16 | 03 | 1.02 | 0032 | Penyediaan Akses Internet
451 2 16 | 03 | 1.02 | 0020 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
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452 2 16 | 03 | 1.02 | 0037 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
453 2 16 | 03 | 1.02 | 0030 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
454 2 17 | 08 | 1.01 | 0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
455 2 17 | 07 | 1.01 | 0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil

456 2 17 | 07 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

457 2 17 | 07 | 1.01 | 0009 | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik

458 2 18 | 02 | 3.03 | 0001 | Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri
Berbasis Sumber Daya Alam

459 2 18 | 02 | 4.03 | 0001 | Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri
Berbasis Sumber Daya Alam

460 2 18 | 04 | 1.01 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik

461 2 18 | 04 | 1.02 | 0007 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik

462 2 18 | 06 | 1.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

463 2 19 02 | 1.01 | 0005 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
Provinsi

464 2 19 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,
pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi

465 2 19 | 04 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik

466 2 19 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi
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467 2 19 | 04 | 1.01 | 0006 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
468 2 19 04 | 1.01 | 0007 Pere.ncs.anaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan
469 2 19 | 03 | 1.03 | 0007 Ilz;or:l?sselntan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan limu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan
(Sport Science)
470 2 20 | 02 | 1.01 | 0019 | Peningkatan kualitas statistik sektoral
471 2 20 | 02 | 1.01 | 0017 | Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional
472 2 20 | 02 | 1.01 | 0018 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
473 2 20 | 02 | 1.01 | 0016 | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
474 2 21 02 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
475 2 21 02 | 1.01 | 0008 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
476 2 21 02 | 1.01 | 0006 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
477 2 22 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
478 2 22 | 02 | 1.03 | 0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
479 2 22 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
480 2 22 | 04 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
481 2 22 | 05 | 1.01 | 0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
482 2 22 | 05 | 1.01 | 0002 | Penetapan Cagar Budaya
483 2 22 | 05 | 1.02 | 0001 | Pelindungan Cagar Budaya
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484 2 22 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Cagar Budaya
485 2 22 | 05 | 1.02 | 0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya
486 2 22 | 05 | 1.02 | 0004 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
487 2 22 | 05 | 1.03 | 0001 | Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
488 2 22 | 05 |1.03 | 0002 | Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
489 2 22 | 05 | 3.01 | 0006 | Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
490 2 22 | 05 | 3.01 | 0007 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
491 2 22 | 05 | 3.02 | 0005 | Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi
492 2 22 | 05 | 3.03 | 0003 | Penerbitan izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi
493 2 22 | 05 | 3.04 | 0001 | Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atauBerada di 2 (dua)
Kabupaten/ Kota atau Lebih
494 2 22 | 05 | 4.01 | 0006 | Penetapan itus atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
495 2 22 | 05 | 4.01 | 0007 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
496 2 22 | 05 |4.02 | 0005 | Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi
497 2 22 | 05 | 4.03 | 0003 | Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat
Provinsi
498 2 22 | 05 | 4.04 | 0001 | Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atauBerada di 2 (dua)
Kabupaten/ Kota atau Lebih
499 2 22 | 06 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
500 2 22 | 06 | 1.01 | 0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
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501 2 22 | 06 | 1.01 | 0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
502 2 22 | 08 | 5.03 | 0001 | Pengelolaan Museum Sonobudoyo
503 2 22 | 08 |5.03 | 0002 | Pengembangan Museum Sonobudoyo
504 2 22 | 08 | 5.04 | 0001 | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
505 2 22 | 08 | 5.04 | 0002 | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
506 2 22 | 08 | 5.06 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
507 2 22 | 08 |5.06 | 0002 | Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
508 2 22 | 08 | 5.06 | 0004 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
509 2 22 | 08 | 5.08 | 0001 | Pengembangan Lumbung Mataraman
510 2 22 | 08 | 5.08 | 0006 | Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
511 2 22 | 08 | 5.10 | 0002 | Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
512 2 23 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
513 2 23 | 02 | 1.01 | 0008 | Pengembangan Perpustakaan Deposit
514 2 23 | 02 | 1.01 | 0015 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
515 2 23 | 02 | 1.02 | 0002 Pempangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah
516 2 24 | 03 |1.02 | 0001 E\r/(;\al?:lsi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana
517 3 25 | 02 |1.01| 0002 |Eengtelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah
usa
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518 3 25 | 02 | 1.01 | 0003 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
519 3 25 | 02 | 1.01 | 0004 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
520 3 25 | 02 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/
521 3 25 | 02 | 1.02 | 0004 | Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir
522 3 25 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
523 3 25 | 03 | 1.02 | 0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
524 3 25 | 03 | 1.03 | 0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5
GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
525 3 25 | 03 | 1.06 | 0001 | Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
526 3 25 | 03 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
527 3 25 | 03 | 1.07 | 0003 | Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
528 3 25 | 03 | 1.08 | 0003 | Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
529 3 25 | 03 | 1.09 | 0003 | Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
530 3 25 | 03 | 1.10 | 0003 | Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
531 3 25 | 03 | 3.11 | 0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan
532 3 25 | 03 | 3.15| 0001 | Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 GT
533 3 25 | 03 | 4.11 | 0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan
534 3 25 | 03 | 4.15| 0001 | Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 GT
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535 3 25 | 04 | 1.03 | 0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan lkan Berukuran sampai dengan 30
GT
536 3 25 | 04 | 1.03 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan lkan Berukuran sampai dengan 30 GT
537 3 25 | 04 | 1.05 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan lkan di Laut
538 3 25 | 04 | 1.05 | 0004 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan lkan di Laut
539 3 25 | 04 | 1.05| 0012 | Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan lkan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
540 3 25 | 04 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
541 3 25 | 04 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
542 3 25 | 06 | 1.01 | 0007 | Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan lkan dan
Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar
543 3 25 | 06 | 1.03 | 0005 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir
544 3 25 | 06 | 3.07 | 0001 | Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing
produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha
menengah dan besar
545 3 25 | 06 | 3.09 | 0001 | Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar
546 3 25 | 06 |4.07 | 0001 | Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing
produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha
menengah dan besar
547 3 25 | 06 | 4.09 | 0001 | Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar
548 3 26 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
549 3 26 | 02 | 1.02 | 0001 | Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
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550 3 26 | 02 | 1.02 | 0002 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
551 3 26 | 02 |1.02| 0004 Pengad.aan/PemeIiharaan/RehabiIitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
552 3 26 | 02 | 1.02 | 0008 II:/Irgr\w/iltr:)Sr:ng dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
553 3 26 | 02 | 1.03 | 0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
554 3 26 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
555 3 26 | 02 | 3.05 | 0001 | Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah Provinsi
556 3 26 | 02 | 4.05| 0001 | Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah Provinsi
557 3 26 | 04 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
558 3 26 | 04 | 1.01 | 0006 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik
559 3 26 | 04 | 1.02 | 0019 | Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif
560 3 27 | 03 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
561 3 27 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
562 3 27 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
563 3 27 | 03 | 1.01 | 0007 | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
564 3 27 | 03 | 1.01 | 0009 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
565 3 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
566 3 27 | 03 | 1.01 | 0011 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
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567 3 27 | 03 | 1.01 | 0012 | Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
568 3 27 | 03 | 1.01 | 0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
569 3 27 | 03 | 1.01 | 0014 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
570 3 27 | 02 | 1.01 | 0006 | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura
571 3 27 | 02 | 1.01 | 0007 | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
572 3 27 | 02 | 1.02 | 0007 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
573 3 27 | 02 | 1.02 | 0014 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
574 3 27 | 03 | 1.01 | 0015 | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di
tingkat provinsi
575 3 27 | 03 | 1.01 | 0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi
576 3 27 | 03 | 1.01 | 0017 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
577 3 27 | 03 | 1.01 | 0018 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi
578 3 27 | 03 | 1.01 | 0019 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
579 3 27 | 03 | 1.01 | 0020 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
580 3 27 03 | 1.01 | 0021 | Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan
Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan
581 3 27 | 03 | 1.01 | 0022 | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)
582 3 27 | 03 | 1.01 | 0023 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
583 3 27 | 03 | 1.01 | 0024 | Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan
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584 3 27 | 03 | 1.01 | 0025 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
585 3 27 | 02 | 1.07 | 0004 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
586 3 27 | 02 | 1.02 | 0006 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
587 3 27 | 02 | 1.02 | 0008 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh
588 3 27 | 02 | 1.02 | 0009 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
589 3 27 | 02 | 1.02 | 0010 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek
590 3 27 | 02 | 1.02 | 0011 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji
591 3 27 | 02 | 1.02 | 0012 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
592 3 27 | 02 | 1.02 | 0013 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
593 3 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
594 3 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
595 3 28 | 03 | 1.01 | 0006 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
596 3 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
597 3 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
598 3 28 | 03 | 1.03 | 0002 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
599 3 28 | 03 | 1.03 | 0010 | Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi
600 3 28 | 03 | 1.03 | 0011 | Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Eleerl;]tlrj?::]li(, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum
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601 3 28 | 03 | 1.03 | 0012 | Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung
602 3 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
603 3 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
604 3 28 | 03 | 1.04 | 0003 | Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
605 3 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
606 3 28 | 03 | 1.04 | 0007 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
607 3 28 | 03 | 1.04 | 0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
608 3 28 | 03 | 1.04 | 0009 | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
609 3 28 | 03 | 1.04 | 0010 | Pembangunan Sumur resapan
610 3 28 | 03 | 1.04 | 0012 | Pembangunan gully plug
611 3 28 | 03 |1.04 | 0013 | Pembangunan Dam Penahan
612 3 28 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
613 3 28 | 03 | 1.08 | 0004 | Perencanaan pengelolaan KHDTK
614 3 28 | 03 | 1.09 | 0006 | Pembangunan Sumber Benih
615 3 28 | 04 | 1.01 | 0011 | Perencanaan Pengelolaan TAHURA
616 3 28 | 04 | 1.01 | 0014 | Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi
617 3 28 | 04 | 1.01 | 0015 | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
618 3 28 | 04 | 1.01 | 0016 | Penataan kawasan Tahura Provinsi
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619 3 28 | 04 | 1.03 | 0001 | Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
620 3 28 | 04 | 1.03 | 0002 | Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst
621 3 28 | 04 | 1.03 | 0006 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
622 3 28 | 04 | 1.03 | 0009 | Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah
623 3 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial
624 3 28 | 06 | 1.01 | 0007 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
625 3 28 | 06 | 1.01 | 0008 | Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
626 3 29 | 02 | 1.01 | 0002 | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
627 3 29 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
628 3 29 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
629 3 29 | 02 | 1.03 | 0002 | Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
630 3 29 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
631 3 29 | 02 | 3.11 | 0001 | Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana
632 3 29 | 02 | 3.13 | 0001 | Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)
633 3 29 | 02 | 4.11 | 0001 | Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana
634 3 29 | 02 |4.13 | 0001 | Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)
635 3 29 | 03 |1.01 | 0004 goor?inasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah
usa
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636 3 29 | 03 | 1.04 | 0005 | Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
637 3 29 | 03 | 1.04 | 0010 | Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat
638 3 29 | 03 | 3.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah
Pusat
639 3 29 | 03 | 3.04 | 0008 | Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang pada Pemegang lIzin Pertambangan Rakyat (IPR)
640 3 29 | 03 | 4.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah
Pusat
641 3 29 | 04 | 3.02 | 0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya,
pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi
642 3 29 | 04 | 3.07 | 0002 | Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua
643 3 29 | 04 | 3.14 | 0001 | Penetapan dan Pembangunan Posko BBM
644 3 29 | 04 | 4.02 | 0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya,
pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi
645 3 29 | 04 | 4.07 | 0002 | Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua
646 3 29 | 04 | 4.14 | 0001 | Penetapan dan Pembangunan Posko BBM
647 3 29 | 05 | 1.06 | 0001 | Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas
648 3 29 | 05 | 1.06 | 0002 | Pengoperasian infrastruktur biomassa dan/atau biogas
649 3 29 | 05 | 1.06 | 0003 | Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas
650 3 29 | 05 | 1.07 | 0002 | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
651 3 29 | 05 | 1.07 | 0005 | Revitalisasi infrastruktur aneka EBT
652 3 29 | 05 | 1.07 | 0008 | Pengoperasian infrastruktur aneka EBT
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653 3 29 | 05 | 1.07 | 0009 | Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT
654 3 29 | 05 | 1.09 | 0001 | Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi
655 3 29 | 05 | 1.09 | 0002 | Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
656 3 29 | 05 | 1.09 | 0003 | Perencanaan kegiatan konservasi energi
657 3 29 | 05 | 3.05| 0004 | Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi
658 3 29 | 05 | 3.05| 0005 | Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi
659 3 29 | 05 | 3.06 | 0001 | Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah
660 3 29 | 05 | 3.06 | 0002 | Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
661 3 29 | 05 | 3.06 | 0003 | Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
662 3 29 | 05 | 3.07 | 0001 | Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi
bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah
663 3 29 | 05 | 3.08 | 0002 | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
664 3 29 | 05 | 3.09 | 0001 | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
665 3 29 | 05 | 3.09 | 0003 | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
666 3 29 | 05 | 3.09 | 0004 | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
667 3 29 | 05 | 3.09 | 0005 | Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
668 3 29 | 05 | 3.09 | 0006 | Bimbingan Teknis Konservasi Energi
669 3 29 | 05 | 3.11 | 0001 | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
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670 3 29 | 05 | 3.12 | 0001 | Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.
671 3 29 | 05 | 3.13 | 0001 | Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)
672 3 29 | 05 | 4.05 | 0002 | Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya
673 3 29 | 05 | 4.05| 0003 | Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi
674 3 29 | 05 | 4.05| 0004 | Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi
675 3 29 | 05 | 4.05| 0005 | Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi
676 3 29 | 05 | 4.06 | 0001 | Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah
677 3 29 | 05 | 4.06 | 0002 | Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
678 3 29 | 05 | 4.06 | 0003 | Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
679 3 29 | 05 | 4.07 | 0001 | Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi
bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah
680 3 29 | 05 | 4.08 | 0002 | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
681 3 29 | 05 | 4.08 | 0004 | Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
682 3 29 | 05 | 4.09 | 0001 | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
683 3 29 | 05 | 4.09 | 0003 | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
684 3 29 | 05 | 4.09 | 0004 | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
685 3 29 | 05 | 4.09 | 0005 | Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
686 3 29 | 05 | 4.09 | 0006 | Bimbingan Teknis Konservasi Energi
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687 3 29 | 05 | 4.11 | 0001 | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
688 3 29 | 05 | 4.12 | 0001 | Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.
689 3 29 | 05 | 4.13 | 0001 | Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)
690 3 29 | 06 | 1.01 | 0001 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan
Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
691 3 29 | 06 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik
Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah
Provinsi
692 3 29 | 06 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik
Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah
Provinsi
693 3 29 | 06 | 1.04 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik,
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang lzin yang Ditetapkan
oleh Daerah Provinsi
694 3 29 | 06 | 1.04 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah
Provinsi
695 3 29 | 06 | 1.05| 0001 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam
Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
696 3 29 | 06 | 1.05| 0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam
Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
697 3 29 | 06 | 1.05| 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha
Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
698 3 29 | 06 | 1.06 | 0004 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum
Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
699 3 29 | 06 | 1.06 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
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700 3 29 | 06 | 1.06 | 0006 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
701 3 29 | 06 | 1.06 | 0007 | Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah
Terpencil dan Perdesaan
702 3 30 | 02 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
703 3 30 | 02 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
704 3 30 | 02 | 1.03 | 0002 | Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya
705 3 30 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
706 3 30 | 03 | 1.01 | 0003 | Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
707 3 30 | 04 | 3.01 | 0003 | Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP
708 3 30 | 04 | 4.01 | 0004 | Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP
709 3 31 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
710 3 31 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan
Industri
711 3 31 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
712 3 31 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
713 3 31 02 | 1.01 | 0006 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
714 3 31 02 | 3.01 | 0008 | Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP
715 3 31 02 | 4.01 | 0008 | Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP
716 3 31 04 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi
Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SlINas)
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717 3 31 04 | 1.01 | 0002 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SlINas
718 3 31 | 04 | 1.01 | 0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam
Penyampaian Data ke SlINas
719 3 32 | 02 | 1.01 | 0001 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
720 3 32 | 02 |1.01 | 0002 | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
721 3 32 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
722 3 32 | 02 | 1.01 | 0004 | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
723 3 32 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi
724 3 32 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
725 3 32 | 03 | 1.01 | 0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
726 3 32 | 03 | 1.01 | 0008 | Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota
727 3 32 | 04 | 1.01| 0001 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
728 3 32 | 04 | 1.01| 0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
729 4 01 04 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
730 4 01 06 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
731 4 01 07 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
732 4 01 07 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
733 4 01 07 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
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734 4 01 07 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
735 4 01 07 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
736 4 01 07 | 1.03 | 0001 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
737 4 01 08 | 1.01 | 0003 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
738 4 01 08 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
739 4 01 09 | 3.01 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan
740 4 01 | 09 | 3.03 | 0001 | Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
741 4 01 09 | 3.03 | 0002 | Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi
742 4 01 09 | 3.03 | 0003 | Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
743 4 01 09 | 3.03 | 0004 | Pembangunan Gedung Serba Guna
744 4 01 09 | 3.03 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan
745 4 01 09 | 3.03 | 0006 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
746 4 01 | 09 | 3.03 | 0007 | Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
747 4 01 09 | 3.03 | 0008 | Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
748 4 01 09 | 3.03 | 0009 | Pemeliharaan Gedung Serba Guna
749 4 01 09 | 3.03 | 0010 | Pemeliharaan Perpustakaan
750 4 01 09 | 3.03 | 0011 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
751 4 01 | 09 | 3.03 | 0012 | Rehabilitasi Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
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752 4 01 09 | 3.03 | 0013 | Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi
753 4 01 | 09 | 3.03 | 0014 | Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
754 4 01 09 | 3.03 | 0015 | Rehabilitasi Gedung Serba Guna
755 4 01 09 | 3.03 | 0016 | Rehabilitasi Perpustakaan
756 4 01 09 | 3.03 | 0017 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
757 4 01 | 09 | 3.03 | 0018 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
758 4 01 10 | 5.07 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan
759 4 01 12 | 4.02 | 0001 | Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
760 4 01 12 | 4.02 | 0002 | Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi
761 4 01 12 | 4.02 | 0003 | Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
762 4 01 12 | 4.02 | 0004 | Pembangunan Gedung Serba Guna
763 4 01 12 | 4.02 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan
764 4 01 12 | 4.02 | 0006 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
765 4 01 12 | 4.02 | 0007 | Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi
766 4 01 12 | 4.02 | 0008 | Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
767 4 01 12 | 4.02 | 0009 | Pemeliharaan Gedung Serba Guna
768 4 01 12 | 4.02 | 0010 | Pemeliharaan Perpustakaan
769 4 01 12 | 4.02 | 0011 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
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770 4 01 12 | 4.02 | 0012 | Rehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi
771 4 01 12 | 4.02 | 0013 | Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi
772 4 01 12 | 4.02 | 0014 | Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi
773 4 01 12 | 4.02 | 0015 | Rehabilitasi Gedung Serba Guna
774 4 01 12 | 4.02 | 0016 | Rehabilitasi Perpustakaan
775 4 01 12 | 4.02 | 0017 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga
776 4 01 12 | 4.02 | 0018 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
777 4 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
778 5 01 02 | 1.01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
779 5 01 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
780 5 01 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
781 5 01 02 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
782 5 01 02 | 1.02 | 0003 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten/Kota

783 5 01 02 | 1.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
784 5 01 02 | 1.03 | 0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
785 5 01 02 | 1.04 | 0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
786 5 01 02 | 1.04 | 0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
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787 5 01 02 | 1.04 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi
788 5 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
789 5 01 03 | 1.01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
790 5 01 03 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan
791 5 01 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
792 5 01 03 | 1.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
793 5 01 03 | 1.01 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
794 5 01 | 03 | 1.01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
795 5 01 03 | 1.01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan
Manusia
796 5 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
797 5 01 03 | 1.02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
798 5 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
799 5 01 03 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
800 5 01 03 | 1.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
801 5 01 03 | 1.02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
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802 5 01 03 | 1.02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
SDA
803 5 01 | 03 | 1.02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
804 5 01 03 | 1.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
805 5 01 03 | 1.03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
806 5 01 | 03 | 1.03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
807 5 01 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
808 5 01 | 03 | 1.03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
809 5 01 03 | 1.03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
810 5 01 03 | 1.03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan
811 5 01 | 03 | 1.03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
812 5 02 | 02 | 1.02 | 0011 | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
813 5 02 | 02 | 1.05| 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan****
****terbatas pada akun:
a. (5.4.02.01.002.00004) Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
b. (5.4.02.01.002.00005) Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
c. (5.4.02.01.002.00016) Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubungan




-53-

Kode
5 E = c
282 | 5| 8
D = © © — . .
No. | = |52 £ ks > Nomenklatur Bidang Urusan / Sub Kegiatan
S| 28 8| 9| ¥
S 82 | *| 3
S o a1} (7]
d. (5.4.02.03.002.00004) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
e. (5.4.02.03.002.00005) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
f. (5.4.02.03.002.00016) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubungan
g. (5.4.02.05.002.00008) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
h. (5.4.02.05.002.00009) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
i. (5.4.02.05.002.00020) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubungan
814 5 02 | 02 | 1.06 | 0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
815 5 02 | 02 | 1.06 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi
816 5 02 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
817 5 02 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
818 5 02 | 03 | 1.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah
819 5 02 | 03 | 1.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah
820 5 02 | 03 | 1.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah
821 5 02 | 03 | 1.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah
822 5 02 | 03 | 1.01 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
823 5 02 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
824 5 02 | 04 | 1.01 | 0014 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
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825 5 03 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
826 5 03 02 | 1.01 | 0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
827 5 05 | 02 | 1.03 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
828 5 05 | 02 | 1.04 | 0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan
Teknologi
829 5 06 | 02 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
830 5 06 | 02 | 1.02 | 0001 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
831 5 06 02 | 1.02 | 0002 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan
832 5 06 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
833 5 06 | 02 | 1.03 | 0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
834 7 02 02 | 6.03 | 0013 | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi
835 7 02 | 02 | 6.03 | 0053 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan
Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi
836 7 02 | 02 | 6.03 | 0053 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan
Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi
837 7 02 | 02 | 6.03 | 0053 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan
Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi
838 9 01 02 | 7.04 | 0011 | Penyedian, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan
839 9 01 02 | 7.04 | 0013 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama
840 9 01 | 02 | 7.07 | 0007 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh
841 9 01 | 02 | 7.07 | 0008 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh
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842 9 01 02 | 7.07 | 0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh
843 9 01 03 | 7.03 | 0001 | Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal
844 9 01 03 | 7.03 | 0004 | Peningkatan Kapasistas Laboratorium Halal
845 9 01 | 06 | 7.03 | 0004 | Pengembangan Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA)
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1 X | XX | 01 |2.01|0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2 X | XX | 01 |2.01 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3 X | XX | 01 |2.01| 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4 X | XX | 01 |2.01| 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5 X | XX | 01 |2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6 X | XX | 01 |2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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7 X | XX | 01 |2.01| 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8 X | XX | 01 |2.03 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
9 X | XX | 01 |2.03 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
10 X | XX | 01 |2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
11 X | XX | 01 |2.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
12 X | XX | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
13 X | XX | 01 |2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
14 X | XX | 01 |2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
15 X | XX | 01 |2.05| 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
16 X | XX | 01 |2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17 X | XX | 01 |2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18 X | XX | 01 |2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19 X | XX | 01 |2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20 X | XX | 01 |2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material
21 X | XX | 01 |2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
22 X | XX | 01 |2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
23 X | XX | 01 |2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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24 X | XX | 01 |2.07 | 0003 | Pengadaan Alat Besar
25 X | XX | 01 |2.07 | 0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
26 X | XX | 01 |2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel
27 X | XX | 01 |2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
28 X | XX | 01 |2.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya
29 X | XX | 01 |2.07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud
30 X | XX | 01 |2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
31 X | XX | 01 |2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
32 X | XX | 01 |2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
33 X | XX | 01 |2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34 X | XX | 01 |2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35 X | XX | 01 |2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
36 X | XX | 01 |2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
37 X | XX | 01 |2.09 | 0002 \I!’aeailfgiaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
38 X | XX | 01 |2.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
39 X | XX | 01 |2.09 | 0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
40 X | XX | 01 |2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel
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41 X | XX | 01 |2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
42 X | XX | 01 |2.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
43 X | XX | 01 |2.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
44 X | XX | 01 |2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
45 X | XX | 01 |2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
46 X | XX | 01 |2.09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
47 X | XX | 01 |2.09 | 0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
48 X | XX | 01 |2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
49 1 01 02 |2.01 | 0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
50 1 01 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
51 1 01 02 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
52 1 01 02 | 2.01 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah
53 1 01 02 | 2.01 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
54 1 01 02 | 2.01 | 0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
55 1 01 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
56 1 01 02 | 2.01 | 0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
57 1 01 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
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58 1 01 02 | 2.01 | 0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
59 1 01 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Mebel Sekolah
60 1 01 02 | 2.01 | 0015 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
61 1 01 02 | 2.01 | 0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah
62 1 01 02 | 2.01 | 0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
63 1 01 02 | 2.01 | 0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
64 1 01 02 | 2.01 | 0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
65 1 01 02 | 2.01 | 0033 | Pemeliharaan Mebel Sekolah
66 1 01 02 | 2.01 | 0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
67 1 01 02 | 2.01 | 0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan
68 1 01 02 | 2.01 | 0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
69 1 01 02 | 2.01 | 0042 | Penyediaan infrastruktur TIK
70 1 01 02 | 2.01 | 0044 | Penataan Ruang/Sudut Baca
71 1 01 02 | 2.01 | 0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru
72 1 01 02 | 2.01 | 0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
73 1 01 02 | 2.01 | 0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
74 1 01 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
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75 1 01 02 | 2.01 | 0052 | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
76 1 01 02 | 2.01 | 0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
77 1 01 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
78 1 01 02 | 2.02 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
79 1 01 02 | 2.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
80 1 01 02 | 2.02 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah
81 1 01 02 | 2.02 | 0006 | Pembangunan Laboratorium
82 1 01 02 | 2.02 | 0007 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
83 1 01 02 | 2.02 | 0008 | Pembangunan Asrama Sekolah
84 1 01 02 | 2.02 | 0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
85 1 01 02 |2.02 | 0010 | Pembangunan Fasilitas Parkir
86 1 01 02 |2.02 | 0011 | Pembangunan Kantin Sekolah
87 1 01 02 | 2.02 | 0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
88 1 01 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
89 1 01 02 | 2.02 | 0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
90 1 01 02 | 2.02 | 0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
91 1 01 02 | 2.02 | 0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
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92 1 01 02 | 2.02 | 0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
93 1 01 02 | 2.02 | 0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
94 1 01 02 | 2.02 | 0022 | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
95 1 01 02 | 2.02 | 0023 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
96 1 01 02 | 2.02 | 0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
97 1 01 02 | 2.02 | 0025 | Pengadaan Mebel Sekolah
98 1 01 02 | 2.02 | 0026 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
99 1 01 02 | 2.02 | 0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah
100 1 01 02 | 2.02 | 0030 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
101 1 01 02 | 2.02 | 0046 | Pemeliharaan Mebel Sekolah
102 1 01 02 | 2.02 | 0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
103 1 01 02 | 2.02 | 0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
104 1 01 02 | 2.02 | 0056 | Penataan Ruang/Sudut Baca
105 1 01 02 | 2.02 | 0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru
106 1 01 02 | 2.02 | 0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
107 1 01 02 | 2.02 | 0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
108 1 01 02 | 2.02 | 0063 | Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
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109 1 01 02 | 2.02 | 0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
110 1 01 02 | 2.02 | 0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
111 1 01 02 | 2.02 | 0068 | Penyediaan infrastruktur TIK
112 1 01 02 | 2.03 | 0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
113 1 01 02 | 2.03 | 0007 | Pengadaan Mebel PAUD
114 1 01 02 | 2.03 | 0008 | Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
115 1 01 02 | 2.03 | 0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD
116 1 01 02 | 2.03 | 0020 | Pemeliharaan Mebel Sekolah
117 1 01 02 | 2.03 | 0022 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
118 1 01 02 | 2.03 | 0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
119 1 01 02 | 2.03 | 0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
120 1 01 02 | 2.03 | 0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru
121 1 01 02 | 2.03 | 0031 | Penyediaan infrastruktur TIK
122 1 01 02 | 2.03 | 0032 | Penataan Ruang/Sudut Baca
123 1 01 02 | 2.03 | 0033 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah
124 1 01 02 | 2.03 | 0036 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
125 1 01 02 | 2.03 | 0038 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
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126 1 01 02 | 2.03 | 0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
127 1 01 02 | 2.03 | 0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
128 1 01 02 | 2.03 | 0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
129 1 01 02 | 2.03 | 0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
130 1 01 02 | 2.03 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
131 1 01 02 | 2.03 | 0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
132 1 01 02 | 2.03 | 0050 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
133 1 01 02 | 2.04 | 0021 | Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
134 1 01 02 | 2.04 | 0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
135 1 01 02 | 2.04 0024 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
136 1 01 02 | 2.04 | 0025 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan
137 1 01 02 | 2.04 | 0026 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
138 1 01 02 | 2.04 | 0033 | Penyediaan infrastruktur TIK
139 1 01 02 | 2.04 | 0034 | Penataan Ruang/Sudut Baca
140 1 01 02 | 2.04 | 0038 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
141 1 01 02 | 2.04 | 0039 | Pembangunan Ruang Kelas Baru
142 1 01 02 | 2.04 | 0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah
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143 1 01 02 | 2.04 | 0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
144 1 01 02 | 2.04 | 0043 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
145 1 01 02 | 2.04 | 0044 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
146 1 01 02 | 2.04 | 0045 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
147 1 01 02 | 2.04 | 0047 | Pembangunan Ruang Laboratorium
148 1 01 02 | 2.04 | 0048 | Pengadaan Mebel Sekolah
149 1 01 02 | 2.04 | 0049 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
150 1 01 02 | 2.04 | 0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
151 1 01 02 | 2.04 | 0057 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
152 1 01 02 | 2.04 | 0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
153 1 01 02 | 3.02 | 0054 | Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga
Swadaya Masyarakat
154 1 01 02 | 3.05 | 0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
155 1 01 02 | 3.05 | 0067 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
156 1 01 02 | 3.05 | 0069 | Pembangunan Ruang Kelas Baru
157 1 01 02 | 3.05 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
158 1 01 02 | 3.05 | 0004 | Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
159 1 01 02 | 3.05 | 0071 | Pembangunan Ruang Laboratorium
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160 1 01 02 | 3.05 | 0006 | Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
161 1 01 02 | 3.05 | 0007 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
162 1 01 02 | 3.05 | 0071 | Pembangunan Ruang Laboratorium
163 1 01 02 | 3.05 | 0071 | Pembangunan Ruang Laboratorium
164 1 01 02 | 3.05 | 0010 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
165 1 01 02 | 3.05| 0011 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah
166 1 01 02 | 3.05| 0012 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
167 1 01 02 | 3.05 | 0013 | Pembangunan Asrama Sekolah
168 1 01 02 | 3.05 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
169 1 01 02 | 3.05 | 0015 | Pembangunan Fasilitas Parkir
170 1 01 02 | 3.05| 0016 | Pembangunan Kantin Sekolah
171 1 01 02 | 3.05 | 0017 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
172 1 01 02 | 3.05 | 0070 | Penataan Ruang/Sudut Baca
173 1 01 02 | 3.05 | 0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
174 1 01 02 | 3.05 | 0020 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
175 1 01 02 | 3.05 | 0068 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
176 1 01 02 | 3.05 | 0068 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
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177 1 01 02 | 3.05 | 0068 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
178 1 01 02 | 3.05 | 0068 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
179 1 01 02 | 3.05 | 0068 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
180 1 01 02 | 3.05 | 0068 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
181 1 01 02 | 3.05 | 0027 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
182 1 01 02 | 3.05 | 0028 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
183 1 01 02 | 3.05 | 0029 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
184 1 01 02 | 3.05 | 0030 | Rehabilitasi Asrama Sekolah
185 1 01 02 | 3.05 | 0031 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
186 1 01 02 | 3.05 | 0032 | Rehabilitasi Fasilitas Parkir
187 1 01 02 | 3.05 | 0033 | Rehabilitasi Kantin Sekolah
188 1 01 02 | 3.05 | 0034 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
189 1 01 02 | 3.05 | 0070 | Penataan Ruang/Sudut Baca
190 1 01 02 | 3.05 | 0036 | Pengadaan Mebel Sekolah
191 1 01 02 | 3.05 | 0037 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
192 1 01 02 | 3.05 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah
193 1 01 02 | 3.05 | 0040 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
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194 1 01 02 | 3.05 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
195 1 01 02 | 3.05 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
196 1 01 02 | 3.05 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
197 1 01 02 | 3.05 | 0034 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
198 1 01 02 | 3.05 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
199 1 01 02 | 3.05 | 0055 | Pemeliharaan Mebel
200 1 01 02 | 3.05 | 0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
201 1 01 02 | 3.05 | 0059 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
202 1 01 02 | 3.06 | 0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
203 1 01 02 | 3.06 | 0065 | Pembangunan Ruang Kelas Baru
204 1 01 02 | 3.06 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
205 1 01 02 | 3.06 | 0004 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa
206 1 01 02 | 3.06 | 0005 | Pembangunan Ruang Laboratorium
207 1 01 02 | 3.06 | 0006 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
208 1 01 02 | 3.06 | 0007 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah
209 1 01 02 | 3.06 | 0008 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
210 1 01 02 | 3.06 | 0009 | Pembangunan Asrama Sekolah
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211 1 01 02 | 3.06 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
212 1 01 02 | 3.06 | 0011 | Pembangunan Fasilitas Parkir
213 1 01 02 | 3.06 | 0012 | Pembangunan Kantin Sekolah
214 1 01 02 | 3.06 | 0013 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
215 1 01 02 | 3.06 | 0064 | Penataan Ruang/Sudut Baca
216 1 01 02 | 3.06 | 0015 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
217 1 01 02 | 3.06 | 0016 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
218 1 01 02 | 3.06 | 0017 | Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
219 1 01 02 | 3.06 | 0018 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium
220 1 01 02 | 3.06 | 0019 | Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
221 1 01 02 | 3.06 | 0020 | Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
222 1 01 02 | 3.06 | 0021 | Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
223 1 01 02 | 3.06 | 0022 | Rehabilitasi Asrama Sekolah
224 1 01 02 | 3.06 | 0023 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
225 1 01 02 | 3.06 | 0060 | Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
226 1 01 02 | 3.06 | 0025 | Rehabilitasi Kantin Sekolah
227 1 01 02 | 3.06 | 0026 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
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228 1 01 02 | 3.06 | 0064 | Penataan Ruang/Sudut Baca
229 1 01 02 | 3.06 | 0028 | Pengadaan Mebel Sekolah
230 1 01 02 | 3.06 | 0029 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
231 1 01 02 | 3.06 | 0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah
232 1 01 02 | 3.06 | 0032 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
233 1 01 02 | 3.06 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
234 1 01 02 | 3.06 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
235 1 01 02 | 3.06 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
236 1 01 02 | 3.06 | 0026 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
237 1 01 02 | 3.06 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
238 1 01 02 | 3.06 | 0044 | Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
239 1 01 02 | 3.06 | 0048 | Pemeliharaan Mebel
240 1 01 02 | 3.06 | 0050 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi danKomunikasi (TIK) untuk Pendidikan
241 1 01 02 | 3.06 | 0052 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
242 1 01 02 | 4.05| 0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
243 1 01 02 |4.05| 0067 | Pembangunan Ruang Kelas Baru
244 1 01 02 | 4.05| 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
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245 1 01 02 | 4.05 | 0064 | Pembangunan Ruang Laboratorium
246 1 01 02 | 3.05 | 0071 | Pembangunan Ruang Laboratorium
247 1 01 02 | 4.05 | 0064 | Pembangunan Ruang Laboratorium
248 1 01 02 | 4.05 | 0064 | Pembangunan Ruang Laboratorium
249 1 01 02 | 4.05 | 0064 | Pembangunan Ruang Laboratorium
250 1 01 02 | 4.05 | 0064 | Pembangunan Ruang Laboratorium
251 1 01 02 | 4.05| 0010 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
252 1 01 02 |4.05| 0011 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah
253 1 01 02 |4.05| 0012 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
254 1 01 02 | 4.05| 0013 | Pembangunan Asrama Sekolah
255 1 01 02 | 4.05| 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
256 1 01 02 | 4.05 | 0015 | Pembangunan Fasilitas Parkir
257 1 01 02 |4.05| 0016 | Pembangunan Kantin Sekolah
258 1 01 02 |4.05| 0017 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
259 1 01 02 | 4.05| 0071 | Penataan Ruang/Sudut Baca
260 1 01 02 | 4.05 | 0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
261 1 01 02 | 4.05 | 0020 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
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262 1 01 02 | 4.05 | 0070 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
263 1 01 02 | 4.05| 0070 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
264 1 01 02 | 4.05 | 0070 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
265 1 01 02 | 4.05 | 0070 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
266 1 01 02 | 4.05 | 0070 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
267 1 01 02 | 4.05| 0070 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
268 1 01 02 | 4.05 | 0027 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
269 1 01 02 | 4.05 | 0028 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
270 1 01 02 | 4.05 | 0029 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
271 1 01 02 | 4.05 | 0030 | Rehabilitasi Asrama Sekolah
272 1 01 02 | 4.05 | 0031 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
273 1 01 | 02 | 4.05 | 0032 | Rehabilitasi Fasilitas Parkir
274 1 01 | 02 | 4.05 | 0033 | Rehabilitasi Kantin Sekolah
275 1 01 02 | 4.05 | 0034 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
276 1 01 02 | 4.05| 0071 | Penataan Ruang/Sudut Baca
277 1 01 02 | 4.05 | 0036 | Pengadaan Mebel Sekolah
278 1 01 02 |4.05| 0037 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
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279 1 01 02 | 4.05 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah
280 1 01 02 | 4.05 | 0040 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
281 1 01 02 | 4.05 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
282 1 01 02 | 4.05| 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
283 1 01 02 | 4.05 | 0043 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
284 1 01 02 | 4.05| 0034 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
285 1 01 02 | 4.05 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
286 1 01 02 | 4.05 | 0055 | Pemeliharaan Mebel
287 1 01 02 | 4.05 | 0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
288 1 01 02 | 4.05 | 0059 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
289 1 01 02 |4.06 | 0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
290 1 01 02 | 4.06 | 0063 | Pembangunan Ruang Kelas Baru
291 1 01 02 |4.06 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
292 1 01 02 | 4.06 | 0004 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa
293 1 01 02 | 4.06 | 0005 | Pembangunan Ruang Laboratorium
294 1 01 02 | 4.06 | 0006 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
295 1 01 02 | 4.06 | 0007 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah
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296 1 01 02 | 4.06 | 0008 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
297 1 01 02 | 4.06 | 0009 | Pembangunan Asrama Sekolah
298 1 01 02 | 4.06 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
299 1 01 02 | 4.06 | 0011 | Pembangunan Fasilitas Parkir
300 1 01 02 | 4.06 | 0012 | Pembangunan Kantin Sekolah
301 1 01 02 | 4.06 | 0013 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
302 1 01 02 | 4.06 | 0062 | Penataan Ruang/Sudut Baca
303 1 01 02 | 4.06 | 0015 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
304 1 01 02 | 4.06 | 0016 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
305 1 01 02 | 4.06 | 0017 | Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
306 1 01 02 | 4.06 | 0018 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium
307 1 01 02 | 4.06 | 0019 | Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
308 1 01 02 | 4.06 | 0020 | Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
309 1 01 02 | 4.06 | 0021 | Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
310 1 01 02 | 4.06 | 0022 | Rehabilitasi Asrama Sekolah
311 1 01 02 | 4.06 | 0023 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
312 1 01 02 | 4.06 | 0060 | Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
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313 1 01 | 02 | 4.06 | 0025 | Rehabilitasi Kantin Sekolah
314 1 01 02 | 4.06 | 0026 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
315 1 01 02 | 4.06 | 0062 | Penataan Ruang/Sudut Baca
316 1 01 02 | 4.06 | 0028 | Pengadaan Mebel Sekolah
317 1 01 02 |4.06 | 0029 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
318 1 01 02 | 4.06 | 0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah
319 1 01 02 | 4.06 | 0032 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
320 1 01 02 | 4.06 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
321 1 01 02 | 4.06 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
322 1 01 02 | 4.06 | 0035 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
323 1 01 02 | 4.06 | 0026 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
324 1 01 02 | 4.06 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
325 1 01 02 | 4.06 | 0044 | Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
326 1 01 02 | 4.06 | 0048 | Pemeliharaan Mebel
327 1 01 02 | 4.06 | 0050 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi danKomunikasi (TIK) untuk Pendidikan
328 1 01 02 | 4.06 | 0052 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
329 1 01 02 | 3.08 | 0001 | Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota




- 75 -

Kode
S c 5 c
No. E ?g” % g: -‘f';, & Nomenklatur Bidang Urusan / Sub Kegiatan
330 1 01 02 | 4.08 | 0001 | Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota
331 1 01 03 | 2.01 | 0006 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
332 1 01 07 | 7.01 | 0001 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
333 1 01 07 | 7.01 | 0002 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah
334 1 01 07 | 7.01 | 0009 | Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah
335 1 01 08 | 7.01 | 0002 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh
336 1 01 08 | 7.02 | 0001 | Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh
337 1 01 08 | 7.02 | 0004 | Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
338 1 02 02 |2.01 | 0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
339 1 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembangunan Puskesmas
340 1 02 | 02 | 2.01| 0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
341 1 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
342 1 02 | 02 |2.01 | 0006 | Pengembangan Puskesmas
343 1 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
344 1 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
345 1 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
346 1 02 | 02 | 2.01 | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
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347 1 02 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
348 1 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
349 1 02 | 02 | 2.01 | 0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
350 1 02 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
351 1 02 | 02 |2.01| 0022 | Pengembangan Rumah Sakit
352 1 02 | 02 |2.01| 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
353 1 02 | 02 | 2.01 | 0025 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan
Kesehatan Berbasis Telemedicine)
354 1 02 02 | 2.01 | 0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke
Fasilitas Kesehatan
355 1 02 | 02 |2.02 | 0030 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
356 1 02 | 02 | 2.02 | 0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit
357 1 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas
358 1 02 | 02 |2.02 | 0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
359 1 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
360 1 02 02 | 2.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
361 1 02 | 05 | 2.01 | 0002 | Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman
362 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
*semua subkegiatan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang diperhitungkan sebagai
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
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363 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**semua subkegiatan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman diperhitungkan
sebagai Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

364 1 05 02 | 2.01 | 0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

365 1 05 02 | 2.02 | 0006 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar
Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)

366 1 05 | 03 | 2.01 | 0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

367 1 05 | 03 | 2.02 | 0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota

368 1 05 | 03 | 2.02 | 0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota

369 1 05 | 03 |2.01| 0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)

370 1 05 | 03 | 2.02 | 0023 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

371 1 05 03 | 2.02 | 0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

372 1 05 03 | 2.02 | 0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

373 1 05 | 03 | 2.03 | 0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

374 1 05 03 | 2.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

375 1 05 | 03 | 2.03 | 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

376 1 05 | 03 | 2.04 | 0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

377 1 05 03 | 2.04 | 0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
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378 1 05 03 | 2.04 | 0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
(R3P) Kab/Kota
379 1 05 | 04 | 2.01 | 0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
380 1 05 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
381 1 05 | 04 | 2.01 | 0004 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
382 1 05 | 04 | 2.01 | 0005 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
383 1 05 | 04 | 2.01 | 0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
384 1 05 | 04 | 2.01| 0011 | Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
385 1 05 | 04 | 2.01 | 0013 | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
386 1 05 04 | 2.01 | 0015 | Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
387 1 05 | 04 | 2.01| 0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
388 1 05 | 04 | 2.02 | 0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
389 1 05 | 04 | 2.02 | 0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
390 1 05 | 04 | 2.04 | 0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
391 1 05 | 04 | 2.05 | 0002 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
392 1 05 04 | 2.05 | 0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan
dan Evakuasi
393 1 06 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
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394 1 06 04 | 2.02 | 0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
395 1 06 06 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
396 1 06 | 06 | 2.02 | 0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
397 1 06 | 06 |2.02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
398 1 06 | 07 | 2.01 | 0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
399 1 06 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
400 1 06 | 07 | 2.01 | 0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
401 2 07 | 03 | 2.01 | 0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
402 2 07 | 03 | 2.01 | 0005 | Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
403 2 07 | 03 | 2.01 | 0006 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan
Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
404 2 07 | 04 | 2.03 | 0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
405 2 07 | 04 | 2.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
406 2 07 | 05 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta
Pengupahan
407 2 07 | 04 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi
408 2 08 03 | 2.03 | 0005 | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
409 2 09 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
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410 2 09 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
411 2 09 | 02 | 2.01 | 0006 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
412 2 09 | 05 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
413 2 10 | 03 | 3.01 | 0001 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota
414 2 10 | 03 | 3.03 | 0001 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan
Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota
415 2 10 | 03 | 4.01 | 0001 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota
416 2 10 03 | 4.03 | 0001 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan
Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota
417 2 10 | 03 | 7.01 | 0001 | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah
418 2 10 | 03 | 7.02 | 0001 | Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN
419 2 10 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota
420 2 10 | 04 | 2.01 | 0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
421 2 10 | 04 | 2.01 | 0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
422 2 10 | 05 | 2.01 | 0001 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
423 2 10 05 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
424 2 10 | 05 | 2.01 | 0003 | Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
425 2 10 05 | 2.01 | 0004 | Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
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426 2 10 05 | 2.01 | 0005 | Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
427 2 10 05 | 2.01 | 0006 | Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
428 2 10 | 05 | 2.01 | 0007 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
429 2 10 | 06 | 2.01 | 0002 | Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
430 2 10 | 06 | 2.01 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
431 2 10 | 06 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
432 2 10 | 06 | 2.01 | 0005 | Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
433 2 10 06 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
434 2 10 06 | 2.01 | 0007 | Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.
435 2 10 | 06 | 2.01 | 0008 | Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah
436 2 10 | 06 | 2.02 | 0001 | Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
437 2 10 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
438 2 10 | 06 | 2.02 | 0003 | Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
439 2 10 | 06 | 2.02 | 0004 | Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas
pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
440 2 10 | 06 | 3.01 | 0003 | Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota
441 2 10 06 |4.01 | 0003 | Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota
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442 2 10 | 07 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
443 2 10 07 | 3.01 | 0004 | Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak
guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir
444 2 10 | 07 | 3.02 | 0001 | Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.
445 2 10 | 07 | 3.02 | 0002 | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota
446 2 10 | 07 | 3.03 | 0001 | Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat
447 2 10 | 07 | 3.04 | 0002 | Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik
448 2 10 07 | 3.06 | 0001 | Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat
449 2 10 07 | 3.07 | 0002 | Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang
digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota
450 2 10 | 07 | 3.09 | 0001 | Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
451 2 10 | 07 | 3.09 | 0002 | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu)
daerah kabupaten/kota
452 2 10 07 | 3.10 | 0001 | Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi
453 2 10 | 07 | 3.12 | 0001 | Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota
454 2 10 | 07 | 3.12 | 0002 | Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota
455 2 10 | 07 | 4.01 | 0004 | Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak
guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir
456 2 10 | 07 | 4.02 | 0001 | Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.
457 2 10 07 | 4.02 | 0002 | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota
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458 2 10 07 | 4.03 | 0001 | Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat
459 2 10 07 | 4.04 | 0002 | Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik
460 2 10 | 07 | 4.06 | 0001 | Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat
461 2 10 | 07 | 4.07 | 0002 | Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang
digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota
462 2 10 | 07 | 4.09 | 0001 | Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
463 2 10 | 07 | 4.09 | 0002 | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu)
daerah kabupaten/kota
464 2 10 | 07 | 4.10 | 0001 | Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi
465 2 10 | 07 | 4.12 | 0001 | Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota
466 2 10 | 07 | 4.12 | 0002 | Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota
467 2 10 | 08 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
468 2 10 | 08 | 2.02 | 0001 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
469 2 10 | 08 | 2.02 | 0002 | Pemanfaatan Tanah Kosong
470 2 10 | 08 | 2.02 | 0003 | Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong
471 2 10 09 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
472 2 10 10 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
473 2 10 10 | 2.01 | 0002 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
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474 2 10 10 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
475 2 10 10 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
476 2 10 10 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul
477 2 10 10 | 2.01 | 0006 | Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK
478 2 10 10 | 3.01 | 0004 | Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota
479 2 10 10 | 4.01 | 0004 | Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota
480 2 10 10 | 7.02 | 0001 | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi
481 2 10 11 | 5.01 | 0001 | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
482 2 10 11 | 5.01 | 0002 | Pemeliharaan Dokumen Pertanahan
483 2 10 11 | 5.01 | 0004 | Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa
484 2 10 11 | 5.01 | 0005 | Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
485 2 10 11 | 5.01 | 0007 | Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan
486 2 10 11 | 5.02 | 0001 | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis lzin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
487 2 10 11 | 5.03 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
488 2 10 12 | 7.01 | 0001 | Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah
489 2 10 12 | 7.02 | 0001 | Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin
490 2 10 13 | 7.01 | 0001 | Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda
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491 2 10 13 | 7.01 | 0002 | Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB
492 2 10 13 | 7.01 | 0003 | Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat Gampong
493 2 10 15 | 7.01 | 0001 | Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir
494 2 10 15 | 7.01 | 0002 | Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai
495 2 10 15 | 7.01 | 0003 | Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan
496 2 10 15 | 7.01 | 0004 | Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil
497 2 10 16 | 7.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
498 2 10 16 | 7.01 | 0002 | Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
499 2 10 17 | 7.01 | 0001 | Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
500 2 10 17 | 7.01 | 0003 | Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
501 2 10 17 | 7.01 | 0004 | Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
502 2 11 02 | 2.01 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
503 2 11 02 | 2.01 | 0003 | Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
504 2 11 02 | 2.01 | 0004 | Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota
505 2 11 02 | 2.01 | 0005 | Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH
506 2 11 02 | 2.01 | 0006 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
507 2 11 02 | 2.02 | 0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
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508 2 11 02 | 2.02 | 0004 | Pemantauan dan Evaluasi KLHS
509 2 11 02 | 2.02 | 0005 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
510 2 11 02 | 2.02 | 0006 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
511 2 11 03 | 2.01 | 0009 | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
512 2 11 03 | 2.01 | 0013 | Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
513 2 11 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
514 2 11 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
515 2 11 04 | 2.01 | 0003 | Pengelolaan Kebun Raya
516 2 11 04 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
517 2 11 04 | 2.01 | 0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
518 2 11 04 | 2.01 | 0008 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
519 2 11 04 | 2.01 | 0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
520 2 11 05 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan
lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
521 2 11 05 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan
lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
522 2 11 05 | 2.01 | 0003 | Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
523 2 11 05 | 2.01 | 0004 | Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
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524 2 11 05 | 2.02 | 0006 | Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan
Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3
525 2 11 05 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan,
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
526 2 11 05 | 2.02 | 0003 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
527 2 11 05 | 2.02 | 0004 | Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
528 2 11 05 | 2.02 | 0005 | Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
529 2 11 11 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
530 2 11 11 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
531 2 11 11 | 2.01 | 0009 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
532 2 11 11 | 2.01 | 0027 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus
533 2 11 11 | 2.01 | 0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan
534 2 11 11 | 2.01 | 0024 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
535 2 11 11 | 2.01 | 0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST,
TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan
peraturan perundangan
536 2 11 11 | 2.01 | 0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
537 2 11 11 | 2.01 | 0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
538 2 11 11 | 2.01 | 0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST,
TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan
peraturan perundangan




- 88 -

Kode
S c 5 c
No. E ?g” % g: -‘f';, & Nomenklatur Bidang Urusan / Sub Kegiatan
539 2 11 11 | 2.01 | 0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
540 2 11 11 | 2.01 | 0030 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
541 2 11 11 | 2.01 | 0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
542 2 11 11 | 2.01 | 0023 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
543 2 11 11 | 2.02 | 0001 | Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
544 2 11 11 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait I1zin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
545 2 11 11 | 2.03 | 0002 | Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
546 2 12 | 04 | 2.04 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
547 2 13 | 02 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
548 2 13 | 03 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
549 2 13 | 04 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
550 2 13 05 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
551 2 13 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
552 2 14 | 02 | 2.02 | 0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
553 2 14 | 03 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
554 2 14 | 03 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
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555 2 14 03 | 2.03 | 0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
556 2 14 | 03 | 2.03 | 0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
557 2 14 | 03 | 2.04 | 0007 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
558 2 14 04 | 2.01 | 0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
559 2 14 | 04 | 3.03 | 0002 | Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan
560 2 14 | 04 | 4.03 | 0002 | Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan
561 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN***
***semua subkegiatan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan diperhitungkan sebagai Belanja Infrastruktur
Pelayanan Publik
562 2 16 | 03 | 2.02 | 0032 | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana
SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
563 2 16 | 03 | 2.02 | 0033 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
564 2 16 | 03 | 2.02 | 0039 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
565 2 16 03 | 2.02 | 0037 | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan
rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
566 2 16 | 03 | 2.02 | 0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
567 2 16 | 03 | 2.02 | 0032 | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana
SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
568 2 16 03 | 2.02 | 0034 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi
layanan
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569 2 16 03 | 2.02 | 0037 | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan
rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
570 2 16 | 03 | 2.02 | 0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
571 2 16 | 03 | 2.02 | 0038 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
572 2 16 | 03 | 2.02 | 0013 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
573 2 16 | 03 | 2.02 | 0036 | Penyediaan Akses Internet
574 2 17 | 07 | 2.01 | 0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha
Kecll
575 2 17 | 07 | 2.01 | 0012 | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
576 2 17 07 | 2.01 | 0013 | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
577 2 18 | 02 | 3.03 | 0001 | Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri
Berbasis Sumber Daya Alam
578 2 18 02 | 4.03 | 0001 | Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri
Berbasis Sumber Daya Alam
579 2 18 | 04 | 2.01 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik
580 2 18 06 | 2.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
581 2 19 | 02 | 2.01 | 0016 | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota
582 2 19 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat
kabupaten/kota
583 2 19 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,
pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
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584 2 19 03 | 2.03 | 0008 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Iimu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan
(Sport Science )
585 2 19 03 | 2.03 | 0010 | pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
586 2 19 | 03 | 2.05 | 0009 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan,
pengembangan, dan pengawasan
587 2 19 04 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
588 2 19 04 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota
589 2 19 | 04 | 2.01 | 0006 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
590 2 19 | 04 | 2.01 | 0007 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat
Daerah
591 2 20 | 02 | 2.01 | 0017 | Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
592 2 20 02 | 2.01 | 0019 | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
593 2 20 02 | 2.01 | 0018 | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
594 2 20 | 02 | 2.01 | 0021 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
595 2 21 02 | 2.01 | 0008 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
596 2 21 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
597 2 21 02 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
598 2 21 02 | 2.02 | 0002 | Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
599 2 22 | 05 | 2.01 | 0002 | Penetapan Cagar Budaya
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600 2 22 06 | 2.01 | 0016 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
601 2 22 02 | 2.03 | 0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
602 2 22 | 02 | 3.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
603 2 22 | 02 |4.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
604 2 22 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
605 2 22 | 05 | 2.01 | 0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
606 2 22 | 05 |2.02 | 0001 | Pelindungan Cagar Budaya
607 2 22 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengembangan Cagar Budaya
608 2 22 | 05 | 2.02 | 0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya
609 2 22 | 05 | 2.03 | 0001 | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
610 2 22 | 05 | 2.03 | 0002 | Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
611 2 22 05 | 3.01 | 0006 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi di Kabupaten/Kota
612 2 22 | 05 | 3.02 | 0004 | Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya
613 2 22 05 | 3.02 | 0005 | Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
614 2 22 | 05 | 3.04 | 0001 | Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat
Kabupaten/Kota
615 2 22 | 05 | 3.04 | 0009 | Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota
616 2 22 | 05 |4.01 | 0006 | Penetapan cagar budaya peringkat provinsi di Kabupaten/Kota
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617 2 22 | 05 |4.02 | 0004 | Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya
618 2 22 05 |4.02 | 0005 | Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
619 2 22 | 05 |4.04 | 0001 | Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat
Kabupaten/Kota
620 2 22 | 05 |4.04 | 0009 | Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota
621 2 22 06 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
622 2 22 | 06 | 2.01 | 0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
623 2 22 | 06 | 2.01 | 0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
624 2 22 08 | 5.01 | 0003 | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
625 2 22 08 | 5.02 | 0001 | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
626 2 22 | 08 |5.02 | 0002 | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
627 2 22 | 08 |5.03 | 0001 | Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota
628 2 22 | 08 |5.04 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
629 2 22 | 08 |5.04 | 0002 | Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
630 2 22 | 08 |5.04 | 0004 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
631 2 22 | 08 |5.06 | 0001 | Pengembangan Lumbung Mataraman
632 2 22 | 08 | 5.06 | 0006 | Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
633 2 22 | 08 |5.07 | 0016 | Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi
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634 2 22 08 | 5.08 | 0002 | Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
635 2 22 10 | 4.01 | 0008 | Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan dan Kemajuan Perfilman
636 2 23 | 02 |2.01| 0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
637 2 23 | 02 | 2.01 | 0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
638 2 23 | 02 | 2.01 | 0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
639 2 23 | 02 | 2.01 | 0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
640 2 23 | 02 | 2.02 | 0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
641 3 25 03 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
642 3 25 03 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
643 3 25 | 03 | 2.03 | 0001 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
644 3 25 | 03 | 2.03 | 0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan (TPI)
645 3 25 | 03 | 2.04 | 0002 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
646 3 25 | 03 | 2.05 | 0003 | Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
647 3 25 | 03 | 3.02 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
648 3 25 | 03 | 3.09 | 0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran
sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat
diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
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649 3 25 03 | 4.09 | 0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran
sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat
diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

650 3 25 | 04 | 2.04 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan lkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

651 3 25 | 04 | 2.04 | 0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan lkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

652 3 25 | 04 | 2.04 | 0011 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan lkan di Darat

653 3 25 | 04 | 2.04 | 0012 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

654 3 25 06 | 3.07 | 0001 | Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing
produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha
mikro dan skala usaha kecil

655 3 25 | 06 | 3.09 | 0001 | Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil

656 3 25 | 06 |4.07 | 0001 | Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing
produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha
mikro dan skala usaha kecil

657 3 25 06 | 4.09 | 0001 | Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil

658 3 26 02 | 2.01 | 0005 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

659 3 26 02 | 2.02 | 0001 | Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

660 3 26 | 02 | 2.02 | 0002 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

661 3 26 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

662 3 26 02 | 2.02 | 0009 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
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663 3 26 02 | 2.03 | 0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
664 3 26 02 | 2.03 | 0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
665 3 26 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
666 3 26 | 02 | 3.05| 0001 | Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota
667 3 26 | 02 |4.05 | 0001 | Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota
668 3 26 | 04 | 2.01 | 0001 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
669 3 26 | 04 | 2.02 | 0004 | Penyediaan Infrastruktur
670 3 27 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
671 3 27 | 02 | 2.01 | 0003 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
672 3 27 | 02 | 2.01 | 0004 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
673 3 27 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
674 3 27 02 | 2.01 | 0006 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
675 3 27 02 | 2.01 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
676 3 27 02 | 2.01 | 0008 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
677 3 27 | 02 | 2.01 | 0009 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
678 3 27 | 02 | 2.01 | 0010 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh
679 3 27 | 02 | 2.01 | 0011 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji
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680 3 27 02 | 2.01 | 0012 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
681 3 27 02 | 2.01 | 0013 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek
682 3 27 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
683 3 27 | 02 | 2.01 | 0015 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
684 3 27 | 02 | 2.01 | 0016 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura
685 3 27 | 02 | 2.01 | 0017 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
686 3 27 | 02 | 2.06 | 0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
687 3 27 | 02 | 2.06 | 0004 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
688 3 27 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
689 3 27 | 03 | 2.01 | 0005 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
690 3 27 | 03 | 2.01 | 0006 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
691 3 27 03 | 2.01 | 0007 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
692 3 27 03 | 2.01 | 0008 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
693 3 27 03 | 2.01 | 0009 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
694 3 27 03 | 2.01 | 0010 | Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
695 3 27 | 03 | 2.01 | 0011 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
696 3 27 | 03 | 2.01 | 0012 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
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697 3 27 03 | 2.01 | 0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
698 3 27 03 | 2.01 | 0014 | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di
Kabupaten/Kota
699 3 27 | 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
700 3 27 03 | 2.01 | 0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
701 3 27 | 03 | 2.01 | 0017 | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
702 3 27 | 03 |2.02 | 0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
703 3 27 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
704 3 27 | 03 | 2.02 | 0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
705 3 27 | 03 | 2.02 | 0006 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
706 3 27 | 03 | 2.02 | 0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
707 3 27 | 03 | 2.02 | 0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
708 3 27 | 03 |2.02 | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
709 3 27 | 03 | 2.02 | 0011 | Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak
710 3 27 03 | 2.02 | 0012 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
711 3 27 | 03 |2.02 | 0013 | Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan
712 3 27 03 | 2.02 | 0014 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan
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713 3 27 03 | 2.02 | 0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
714 3 27 | 03 | 2.03 | 0001 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
715 3 27 | 03 | 2.04 | 0001 | Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum
716 3 27 | 03 | 2.04 | 0002 | Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum
717 3 27 | 04 | 2.03 | 0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
718 3 27 | 04 | 2.03 | 0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
719 3 27 | 05 | 2.01 | 0004 | Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
720 3 27 06 | 2.02 | 0001 | Penatausahaan Penerbitan lzin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah
Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
721 3 27 07 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
722 3 27 | 07 | 2.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
723 3 27 | 07 | 2.01 | 0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
724 3 28 | 04 | 2.01 | 0011 | Perencanaan Pengelolaan TAHURA
725 3 28 | 04 | 2.01 | 0014 | Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
726 3 28 04 | 2.01 | 0015 | Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota
727 3 28 04 | 2.01 | 0016 | Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota
728 3 29 | 02 | 3.01 | 0001 | Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)
729 3 29 | 02 |4.01 | 0001 | Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)
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730 3 29 05 | 3.02 | 0004 | Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota
731 3 29 05 | 3.02 | 0005 | Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota
732 3 29 | 05 | 3.03 | 0001 | Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah
733 3 29 | 05 | 3.03 | 0002 | Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
734 3 29 | 05 | 3.03 | 0003 | Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
735 3 29 | 05 | 3.04 | 0001 | Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi
bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah
736 3 29 05 | 3.05 | 0002 | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
737 3 29 05 | 3.05 | 0004 | Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
738 3 29 05 | 3.06 | 0001 | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
739 3 29 | 05 | 3.06 | 0003 | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
740 3 29 | 05 | 3.06 | 0004 | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
741 3 29 | 05 | 3.06 | 0005 | Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
742 3 29 | 05 | 3.06 | 0006 | Bimbingan Teknis Konservasi Energi
743 3 29 | 05 | 3.07 | 0001 | Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan
energi dan sumber daya mineral
744 3 29 05 | 3.08 | 0001 | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
745 3 29 05 | 3.09 | 0001 | Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
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746 3 29 05 | 4.02 | 0004 | Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota
747 3 29 05 | 4.02 | 0005 | Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota
748 3 29 | 05 |4.03 | 0001 | Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah
749 3 29 | 05 |4.03 | 0002 | Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
750 3 29 | 05 |4.03 | 0003 | Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
751 3 29 | 05 |4.04 | 0001 | Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi
bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah
752 3 29 05 | 4.05| 0002 | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
753 3 29 05 | 4.05 | 0004 | Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
754 3 29 05 |4.06 | 0001 | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
755 3 29 | 05 | 4.06 | 0003 | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
756 3 29 | 05 | 4.06 | 0004 | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
757 3 29 | 05 | 4.06 | 0005 | Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
758 3 29 | 05 | 4.06 | 0006 | Bimbingan Teknis Konservasi Energi
759 3 29 | 05 |4.07 | 0001 | Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan
energi dan sumber daya mineral
760 3 29 05 | 4.08 | 0001 | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
761 3 29 05 | 4.09 | 0001 | Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
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762 3 30 | 02 | 2.04 | 0001 | Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara
Elektronik Luar Negeri
763 3 30 | 02 | 2.04 | 0004 | Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri
yang terintegrasi secara elektronik
764 3 30 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
765 3 30 03 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
766 3 30 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota
767 3 30 | 03 |2.02 | 0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
768 3 30 | 03 |2.02 | 0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
769 3 31 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
770 3 31 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
771 3 31 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
772 3 31 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
773 3 31 02 | 2.01 | 0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
774 3 31 02 | 2.01 | 0007 | Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
775 3 31 02 | 2.01 | 0010 | Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
776 3 31 02 | 3.01 | 0008 | Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota
777 3 31 02 | 4.01 | 0008 | Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota
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778 3 32 02 | 2.01 | 0001 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
779 3 32 02 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
780 3 32 | 02 | 2.01 | 0004 | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
781 3 32 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
782 3 32 03 | 2.01 | 0002 | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
783 3 32 | 03 | 2.01 | 0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
784 3 32 | 03 | 2.01 | 0009 | Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran
785 3 32 | 04 | 2.01 | 0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
786 4 01 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
787 4 01 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
788 4 01 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
789 4 01 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
790 4 01 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
791 4 01 03 | 2.04 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
792 4 01 04 | 5.05 | 0001 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan
793 4 01 04 | 5.05 | 0003 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang
794 4 01 04 | 5.07 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan
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795 4 02 02 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
796 5 01 02 | 2.01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
797 5 01 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
798 5 01 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
799 5 01 02 | 2.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
800 5 01 02 | 2.02 | 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
801 5 01 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
802 5 01 02 | 2.04 | 0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
803 5 01 02 | 2.04 | 0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
804 5 01 02 | 2.04 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
805 5 01 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan
806 5 01 03 | 2.01 | 0002 igzgr)lsi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
807 5 01 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan
808 5 01 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
809 5 01 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD
810 5 01 03 | 2.01 | 0006 g\asinst?rf;[;)enyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
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811 5 01 03 | 2.01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
812 5 01 03 | 2.01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
813 5 01 03 | 2.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
814 5 01 03 | 2.02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
815 5 01 03 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
816 5 01 03 | 2.02 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
817 5 01 03 | 2.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
818 5 01 03 | 2.02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
819 5 01 03 | 2.02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
820 5 01 03 | 2.02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
821 5 01 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
822 5 01 03 | 2.03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
823 5 01 03 | 2.03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
824 5 01 03 | 2.03 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
825 5 01 03 | 2.03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
826 5 01 03 | 2.03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
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827 5 01 03 | 2.03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan
828 5 01 03 | 2.03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
829 5 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan****
**** terbatas pada akun:
a. (5.4.02.02.002.00004) Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
b. (5.4.02.02.002.00005) Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
c. (5.4.02.02.002.00016) Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubungan
d. (5.4.02.04.002.00004) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
e. (5.4.02.04.002.00005) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
f. (5.4.02.04.002.00016) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubungan
g. (5.4.02.05.002.00040) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
h. (5.4.02.05.002.00041) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
i. (5.4.02.05.002.00052) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubungan
830 5 02 | 02 | 2.05| 0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
831 5 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
832 5 02 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
833 5 02 | 03 | 2.01| 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
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834 5 02 03 | 2.01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
835 5 02 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah
836 5 02 | 03 | 2.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah
837 5 02 | 03 |2.01| 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah
838 5 02 | 03 |2.01| 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah
839 5 02 | 03 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
840 5 02 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
841 5 02 04 | 2.01 | 0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
842 5 03 | 02 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
843 5 03 | 02 | 2.01| 0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
844 5 05 | 02 | 2.03 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
845 5 05 02 | 2.04 | 0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
846 5 06 02 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
847 5 06 02 | 2.02 | 0001 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
848 5 06 02 | 2.02 | 0002 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan
849 5 06 | 02 | 2.02 | 0003 | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara
850 5 06 | 02 | 2.02 | 0004 | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah
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851 5 06 02 | 2.03 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
852 5 06 02 | 2.03 | 0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
853 7 01 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Umum
854 7 01 02 | 2.03 | 0002 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
855 7 01 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
856 7 01 03 | 2.03 | 0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
857 7 01 03 | 2.03 | 0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
858 7 01 03 | 2.06 | 0005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang
Kepemilikan Rumah
859 7 01 03 | 7.04 | 0001 | Penyelenggaraan Mukim
860 7 01 03 | 7.04 | 0003 | Peresmian Mukim
861 7 01 03 | 7.04 | 0005 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim
862 7 01 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
863 7 01 06 | 2.01 | 0010 | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
864 7 01 06 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
865 9 01 02 | 7.04 | 0011 | Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan
866 9 01 02 | 7.04 | 0013 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama
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867 9 01 02 | 7.07 | 0005 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah
868 9 01 03 | 7.03 | 0001 | Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal
869 9 01 03 | 7.03 | 0004 | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal
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